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Abstract  
This study aims to determine the implementation of Bengkulu 
Provincial Regulation Number 4 of 2017 concerning Smoke-Free 
Areas (KTR), specifically Article 7 paragraphs (1) and (2), within 
the Secretariat of the Bengkulu Provincial DPRD. This research 
uses a qualitative method with a case study approach. The policy 
implementation theory used refers to Merilee S. Grindle's model, 
which emphasizes two aspects: policy content and 
implementation context. The results indicate that although 
regulations are normatively available, their implementation is 
still suboptimal. Obstacles identified include low levels of 
compliance, weak internal oversight, the absence of firm 
sanctions, and a deeply rooted smoking culture in the workplace. 
Meanwhile, supporting factors such as a clear legal basis and 
awareness among some employees have begun to develop. The 
success of policy implementation is greatly influenced by the 
synergy between policy design and implementation capacity in 
the field. 
 
Keywords: Policy Implementation, Smoke-Free Areas, Bengkulu 
DPRD, Regional Regulation 
Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), khususnya 
Pasal 7 ayat (1) dan (2), di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi 
Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Teori implementasi kebijakan yang 
digunakan mengacu pada model Merilee S. Grindle, yang 
menekankan pada dua aspek: konten kebijakan dan konteks 
implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 
secara normatif regulasi telah tersedia, implementasinya masih 
belum optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya 
tingkat kepatuhan, lemahnya pengawasan internal, belum 
adanya sanksi tegas, serta budaya merokok yang mengakar kuat 
di lingkungan kerja. Sementara itu, faktor pendukung seperti 
dasar hukum yang jelas dan kesadaran sebagian pegawai sudah 
mulai terbentuk. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat 
dipengaruhi oleh sinergi antara desain kebijakan dan kapasitas 
pelaksanaan di lapangan. 
 
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, 
DPRD Bengkulu, Peraturan Daerah 
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Pendahuluan 

 Perokok aktif dan pasif masih menjadi 
ancaman serius bagi kesehatan masyarakat 
Indonesia. Pemerintah telah merespons dengan 
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, yang kemudian ditindaklanjuti di 
tingkat daerah. Salah satunya adalah Peraturan 
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017. 
Namun, dalam praktiknya, penerapan KTR 
masih menemui tantangan serius, khususnya di 
lingkungan kerja seperti Sekretariat DPRD 
Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan 
untuk menelaah bagaimana kebijakan tersebut 
diimplementasikan dan apa saja faktor yang 
mendukung serta menghambat 
pelaksanaannya.  

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. 
Lokasi penelitian adalah di Sekretariat DPRD 
Provinsi Bengkulu. Informan penelitian meliputi 
staf bagian umum, Satpol PP, petugas 
keamanan, cleaning service, dan pegawai 
sekretariat lainnya. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan model interaktif Miles & 
Huberman, serta validasi data dilakukan dengan 
triangulasi sumber. 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini menganalisis 
implementasi Peraturan Daerah Provinsi 
Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan 
Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. 
Berdasarkan teori implementasi kebijakan 
Merilee S. Grindle, pembahasan difokuskan 
pada dua aspek utama: konten kebijakan dan 
konteks implementasi, termasuk faktor 
pendukung dan penghambat. 

 

1. Konten Kebijakan 

Pasal 7 Ayat 1 dan 2 dari Perda KTR mewajibkan 
pimpinan dan penanggung jawab kawasan 
untuk melaksanakan: 

a. Pengawasan internal terhadap larangan 
merokok, 

b. Melarang aktivitas merokok, 
c. Menyingkirkan asbak, 
d. Memasang tanda larangan merokok, 
e. Menyediakan area khusus merokok 

yang terpisah dan berventilasi baik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
isi kebijakan telah dipahami oleh pegawai, 
namun belum sepenuhnya diimplementasikan. 
Misalnya, sebagian area kantor belum 
memasang tanda larangan merokok secara 
konsisten, dan tidak semua ruang kerja bebas 
dari asbak atau puntung rokok. 

2. Konteks Implementasi 

a. Faktor Pendukung 

1) Dasar hukum yang jelas: Perda No. 4 
Tahun 2017 memberi legitimasi kuat 
dalam pelaksanaan KTR. 

2) Kesadaran sebagian pegawai: Beberapa 
informan menyatakan bahwa mereka 
memahami pentingnya lingkungan kerja 
yang sehat. 

3) Komitmen pimpinan sebagian unit 
kerja: Ada unit yang mulai mengawasi 
dan memberi peringatan secara 
informal kepada perokok. 

b. Faktor Penghambat 

1) Rendahnya kepatuhan individu: Masih 
banyak pegawai maupun tamu yang 
merokok di area kerja, termasuk lorong 
dan ruang tunggu. 

2) Minimnya pengawasan: Satpol PP tidak 
melakukan pengawasan rutin dan tidak 
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ada petugas khusus untuk memastikan 
pelaksanaan KTR. 

3) Ketiadaan sanksi: Tidak ada mekanisme 
sanksi formal bagi pelanggar, yang 
membuat kebijakan kehilangan efek 
jera. 

4) Budaya merokok yang mengakar: 
Merokok masih dianggap hal yang 
lumrah, bahkan di area kerja publik. 

5) Kurangnya sarana pendukung: Area 
khusus merokok yang sesuai standar 
belum tersedia, sehingga pegawai 
cenderung merokok di sembarang 
tempat. 

3. Respons Pegawai dan Pelaksana 

Berdasarkan wawancara, staf umum, Satpol PP, 
satpam, dan cleaning service umumnya 
menyadari adanya aturan KTR, namun 
menyatakan bahwa belum ada pengarahan 
yang tegas atau pelatihan khusus dari atasan. 
Cleaning service, misalnya, sering kali 
menemukan puntung rokok di toilet dan lorong. 

Sementara itu, Satpol PP menyatakan tidak ada 
instruksi khusus dari pimpinan untuk melakukan 
penindakan pelanggaran KTR di lingkungan 
DPRD. Hal ini menegaskan adanya celah 
koordinasi antara regulasi formal dan 
operasional di lapangan. 

4. Efektivitas Implementasi 

Secara keseluruhan, efektivitas implementasi 
KTR di lingkungan DPRD Provinsi Bengkulu 
tergolong rendah. Ketidakkonsistenan antara isi 
kebijakan dan pelaksanaannya menandakan 
lemahnya kapasitas kelembagaan. Hal ini 
diperburuk oleh rendahnya kesadaran dan 
keteladanan dari pimpinan, serta belum adanya 
insentif atau sanksi yang memadai. 

 

 

Pembahasan 

Implementasi kebijakan publik, menurut 
Merilee S. Grindle, dipengaruhi oleh dua 
komponen utama: konten kebijakan (content of 
policy) dan konteks pelaksanaan (context of 
implementation). Dalam konteks penerapan 
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR), kedua komponen tersebut memiliki 
peran penting dalam menjelaskan keberhasilan 
maupun hambatan pelaksanaan kebijakan di 
Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. 

1. Konten Kebijakan: Ketidaksesuaian Antara 
Regulasi dan Pelaksanaan 

Perda No. 4 Tahun 2017, khususnya Pasal 
7 ayat (1) dan (2), secara normatif sudah sangat 
jelas. Kebijakan ini mengatur langkah-langkah 
preventif dan edukatif untuk menciptakan 
lingkungan bebas asap rokok. Namun, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak semua 
ketentuan tersebut diimplementasikan secara 
utuh. Misalnya, tanda larangan merokok belum 
terpasang secara merata, area khusus merokok 
belum disediakan, dan asbak masih ditemukan 
di beberapa sudut ruangan. 

Hal ini mencerminkan adanya gap antara 
substansi regulasi dan tindakan operasional di 
lapangan. Dalam konteks teori Grindle, 
kebijakan yang baik secara isi belum tentu 
efektif apabila tidak diimbangi dengan kapasitas 
pelaksanaan yang memadai. 

2. Konteks Implementasi: Dinamika Sosial dan 
Budaya yang Menghambat 

Konteks implementasi dipengaruhi oleh 
karakteristik aktor pelaksana, lingkungan 
institusional, serta budaya organisasi. Penelitian 
menemukan bahwa beberapa aktor pelaksana 
(seperti satpam dan Satpol PP) tidak diberikan 
instruksi teknis untuk menegakkan aturan. 
Sementara itu, pihak cleaning service kerap 
menemukan puntung rokok, yang menunjukkan 
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lemahnya pengawasan dan kurangnya 
kepedulian terhadap kebersihan lingkungan 
kerja. 

Faktor budaya juga memainkan peran 
penting. Merokok masih dianggap hal yang 
wajar di lingkungan kerja, bahkan oleh pejabat 
tinggi. Budaya permisif ini menghambat upaya 
sosialisasi dan penegakan aturan, sebagaimana 
disebutkan oleh Grindle bahwa keberhasilan 
implementasi sangat dipengaruhi oleh “tingkat 
resistensi” dari kelompok sasaran kebijakan. 

3. Faktor Pendukung yang Belum Maksimal 
Dimanfaatkan 

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan 
adanya potensi keberhasilan implementasi. 
Beberapa pegawai menunjukkan kesadaran 
terhadap pentingnya KTR, dan secara pribadi 
mendukung pelaksanaan aturan tersebut. 
Selain itu, keberadaan dasar hukum yang kuat 
seharusnya menjadi fondasi untuk mendorong 
kepatuhan dan pengawasan yang lebih efektif. 

Namun, potensi ini belum dimanfaatkan 
secara optimal karena tidak adanya mekanisme 
penghargaan atau sanksi yang tegas, serta 
minimnya koordinasi antar unit di dalam 
Sekretariat DPRD. 

4. Implementasi Kebijakan Masih Bersifat 
Simbolik 

Secara keseluruhan, implementasi 
kebijakan KTR di Sekretariat DPRD Bengkulu 
masih bersifat simbolik – terlihat dari 
keberadaan Perda, namun tidak tercermin 
dalam perilaku organisasi maupun individu. 
Tidak adanya sanksi atau sistem evaluasi 
berkala menyebabkan kebijakan ini berjalan 
tanpa arah dan kontrol. Ini sejalan dengan 
pandangan Grindle bahwa keberhasilan 
implementasi tidak hanya tergantung pada “apa 
yang tertulis dalam kebijakan,” tetapi lebih 
pada bagaimana kebijakan itu diterjemahkan ke 

dalam tindakan nyata oleh aktor-aktor di 
lapangan. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
analisis terhadap implementasi Peraturan 
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 
2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di 
Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
kebijakan ini belum berjalan secara 
optimal. Meskipun peraturan sudah 
disusun dengan jelas dan memuat 
ketentuan teknis mengenai larangan 
merokok, pengawasan, serta penyediaan 
sarana pendukung, implementasinya di 
lapangan masih bersifat parsial dan belum 
terintegrasi dengan baik. 

Beberapa faktor penghambat yang 
signifikan meliputi lemahnya pengawasan 
internal, tidak tersedianya area khusus 
merokok yang sesuai standar, kurangnya 
sanksi tegas terhadap pelanggar, serta 
budaya merokok yang masih melekat di 
lingkungan kerja. Hal ini mengindikasikan 
bahwa konten kebijakan belum didukung 
oleh konteks pelaksanaan yang memadai. 

Namun demikian, terdapat pula 
potensi yang dapat mendorong 
keberhasilan implementasi, seperti 
adanya landasan hukum yang kuat, 
dukungan sebagian pimpinan, serta 
kesadaran sebagian pegawai mengenai 
pentingnya lingkungan kerja yang sehat 
dan bebas asap rokok. Oleh karena itu, 
dibutuhkan upaya yang lebih strategis dan 
terarah untuk menyinergikan antara isi 
kebijakan dan kapasitas pelaksanaannya 
agar tujuan dari Perda KTR dapat benar-
benar diwujudkan secara nyata di 
lingkungan DPRD Provinsi Bengkulu. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
kesimpulan yang telah diperoleh, penulis 
memberikan beberapa saran untuk 
meningkatkan efektivitas implementasi 
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Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di lingkungan Sekretariat DPRD 
Provinsi Bengkulu. Pemerintah daerah, 
khususnya Dinas Kesehatan dan Sekretariat 
DPRD, perlu menyusun dan menerapkan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas 
dan terukur sebagai pedoman teknis dalam 
pelaksanaan kebijakan KTR. SOP ini harus 
mencakup mekanisme pengawasan rutin, 
pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran, 
serta sistem pelaporan yang dapat dijalankan 
secara transparan. 

Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang 
bahaya merokok dan pentingnya kawasan 
tanpa rokok perlu ditingkatkan secara 
menyeluruh kepada seluruh pegawai, petugas 
keamanan, petugas kebersihan, dan juga 
pengunjung kantor. Edukasi ini harus dilakukan 
secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat 
simbolik. Sarana dan prasarana penunjang, 
seperti tanda larangan merokok yang jelas dan 
mudah terlihat, penyingkiran asbak dari area 
kerja, serta penyediaan area merokok khusus 
yang sesuai standar, juga perlu segera 
disediakan untuk mendukung perubahan 
perilaku. 

Selanjutnya, diperlukan peningkatan koordinasi 
antarinstansi pelaksana seperti Sekretariat 
DPRD, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan agar 
terbentuk tim pengawasan atau satuan tugas 
yang bertanggung jawab langsung terhadap 
pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ini. 
Terakhir, peran pimpinan lembaga menjadi 
sangat penting sebagai teladan dalam 
menegakkan aturan. Pimpinan diharapkan tidak 
hanya menunjukkan komitmen secara verbal, 
tetapi juga secara nyata menjadi contoh dalam 
menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan 
bebas dari asap rokok. 
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